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1.

TAHUN ANGGARAN 2021
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Qanun

Kabupaten Aceh Utara Namor ... Tahun 2022 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanjaz Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh
Utara Tahun Anggaran 2021 sebagai rincian lebih lanjut
dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun
Anggaran 2021, sesuai dengan Keputusan Gubernur
Aceh Nomor 903/931/2022 tanggal 5 bulan Juli tahun
2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun
Kabupaten Aceh Utara tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belania
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 dan Rancangan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran
Pertanggungjawabar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021;

hahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran
2021;

Undang-Undang Daruvrat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7999 Nomor 75, Tambahan
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4286);

Undang-Undang Normor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43558);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunar. Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 5049);

Undang-Undang Nomcr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
beberapa kalinya, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 teniang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahian  Daeran  {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2015 Nomor 588, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4028);

..........
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomger 137, Tambahan Lembaran
Negara Repubilik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunzn dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kenada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masvarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Sistem
Informasi Keuangan Dacrali (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomeor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintalh Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keulangan dan Administratif Pimninan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi,Kabupaten dan Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Rarang/.Iasa Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Mernteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008
tentang Poknk-nokak Pengelola Keutangan Daerah
(Lembaran Daerah Nomor 253);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Utara Tehun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten
Aceh Utara);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Kabupaten Aceh Utara );

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 54 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara;

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2021

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021
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Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri
dari :

1.

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

c. Lain-lain Pendapatan Yg Sah
Jumlah Pendapatan ........

Belanja

. a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan Sosial
Jumiah Belanja Operasi ..,

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Taneh

2) Belanja Modal Peralatan
Mesin

3) Belanja Modal Gedung &
Bangunan

4) Belanja  Modal Jalan,
Irigasi & Jaringan

5) Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya
Jumlah Belanja Modal .....

c. Belanja Tak Terduga
Jumlah Belanja Tak Terduga

. Transfer

a. Transfer BSagi Hasil
Pendapatan
b. Transfer Bantuan Keuangan
JUITLANT TTAISIET . vvvvevennennen.
Jumlah Belanja dan Transfer
Surplus/(Defisit)

. Pembiayaan

a Penerimaan
b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Rp.

Anggaran (SILPA)

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Rp. 178.917.308.912,59

Rp. 2.179.
Rp. 119.

189.257.722,00
750.923.200,00

Rp. 2.477

Rp. 1.667.

Rp. 849.
Rp. 433.

Rp.

.857.489.834,59

740.248.475,10

078.526.689,00
261.022.451,62
0,00

Rp. 64.833.808.029,00
Rp. 27.170.185.800,00

343.542.969,62

Rp. 24.101.151.300,00

Rp. 57.566.346.318,00
Rp.  81.077.621.159,00
Rp. 127.814.179.728,48
Rp. 2.546.407.000,00
Rp. 293.105.705.505,48
Rp. 291.000.000.00
Rp. 291.000.000,00
Rp. 7.488.990.553,00
Rp. 723.110.589.160,00

Rp. 730.599.579.713,00

Them. X 2OQ AN QOAQ 10OQ 10
NP, £L.0T0.09F7.040.100,1V

Rp. 79.

517.661.646,49

Rp. 78.767.142.575,92

Rn. 2.

000.000.000.00

Rp. 76.767.142.575,92

Anggaran

156.284.804.222.41

sebagaimana



Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Bupati in.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap oranz mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 1 Agustus 2022 M

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal ' Agustus 2022 M
 Muharram 1444 H

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR .24.
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